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PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2017/PA.Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Indriyani binti Talib, tempat dan tanggal lahir Sei Dingin, 18 Desember 1998,
agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sei
Dingin Baru, RT.04, Desa Ranggo, Kecamatan. Limun,
Kabupaten Sarolangun sebagai Penggugat,

melawan

Rama Hendri Alfianda bin Hendri Arizon Putra, tempat dan tanggal lahir
Sarolangun, 30 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di RT. 01, Kelurahan Aurgading, Kecamatan
Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi

di muka sidang;
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DUDUK PERKARA
Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Oktober

2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 207/Pdt.G/2017/PA.Srl,

tanggal 11 Oktober 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah di rumah orangtua
Penggugat di Dusun Sei Dingin Baru, RT 04, Desa Ranggo, Kecamatan
Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi pada hari Sabtu tanggal 24
Oktober 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor 113/13/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sei
Dingin Baru, RT 04, Desa Ranggo, Kecamatan Limun, Kabupaten
Sarolangun, Propinsi Jambi hanya 1,6 tahun setelah itu pada tanggal 02
Februari 2017 Tergugat pergi dari rumah tanpa ada kabar berita sampai
dengan sekarang;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah
dikaruniai seorang anak perempuan bernama AURELIA binti RAMA
HENDRI ALFIANDA lahir pada tanggal 14 Juli 2016, anak tersebut
sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun

dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2017 rumah tangga
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Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat tidak pernah
memberi berita keberadaannya dan tidak pernah memenuhi kewajibannya,
nafkah zohir maupun batin sebagai seorang suami;

5. Bahwa, sejak bulan Februari tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat pisah
tempat tinggal selama 8 bulan 5 hari;

6. Bahwa, atas sikap Tergugat, Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup
berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah
jalan terbaik;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang
ditimbulkan perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cg Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu, bain sughra Tergugat RAMA HENDRI ALFIANDA
Bin HENDRI ARIZON PUTRA, terhadap Penggugat INDRIYANI Binti
TALIB.

3. Mengganti seluruh biaya kehidupan (nafkah) selama Tergugat meninggalkan
Penggugat;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider :
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Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dengan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan
pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan
akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan
Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan
harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi
yang mediatornya adalah Ermanita Alfiah, S.H. namun dalam laporan hasil
mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal
14 Nopember 2017 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut
tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan
Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat
dengan perbaikan bahwa Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-daliinya, Penggugat telah mengajukan
bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Nomor

113/13/X/2015, seri JA, Tanggal 24 Oktober 2015 bukti tersebut telah
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dinazegelen dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis
memberi tanda bukti “P”
B. Saksi:
1. Maryani binti Hajar umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah
tangga, tempat kediaman di RT.04, Dusun Sei Dingin, Desa Ranggo,
Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi kenal Penggugat sejak kecil karena Saksi adalah bibi

Penggugat;

- Bahwa, Saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Rama
Hendri Alfianda;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sekarang sudah tidak harmonis;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang
tidak menetap dalam satu rumah lagi;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung
Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, menurut Penggugat penyebab pertengkaran antara

Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering minum-

minuman keras, lalu Penggugat tidak mau tidur bersama Tergugat;
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- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu
rumabh lagi sejak bulan Februari 2017;

- Bahwa, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama mereka;

- Bahwa, kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga tetapi tidak
berhasil;

2. Rosmaini binti Hajar umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah
tangga, tempat kediaman di RT.04, Dusun Sei Dingin, Desa Ranggo,

Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu

kandung Penggugat;

- Bahwa, Saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Rama
Hendri Alfianda;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan
Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sekarang sudah tidak harmonis;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang
tidak menetap dalam satu rumah lagi;

- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat

bertengkar;
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- Bahwa, Saksi mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat
bertengkar pada awal tahun 2016;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu

rumabh lagi sejak bulan Februari 2017 yang lalu;

- Bahwa, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa, keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan
Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah
memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
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Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 November
2017 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a
quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat
mengajukan gugatan perceraian adalah karena sejak bulan Februari 2017
Tergugat tidak pernah memberitahu keberadaannya dan tidak memenuhi
kewajibannya baik nafkah zohir maupun batin sebagai seorang suami dan sejak
bulan februari tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi sebagai suami
isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya Penggugat telah
mengajukan bukti “P” serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti “P” (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat
telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2015 tercatat pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai
Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, maka dapat diterima sebagai

bukti;
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Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat,
keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan
keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi
tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai
Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan
Februari 2017, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri
dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P”, Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sabh;

2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
rukun;

4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak

bulan Februari 2017 sampai dengan sekarang;
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5. Bahwa, keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat
tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Februari 2017 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat
tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf
(f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selama proses persidangan
telah menunjukkan sikap dan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan
Tergugat, meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasehat Majelis
Hakim dan Hakim Mediator, Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan
perkawinan mereka, hal ini membuktikan bahwa telah hilanglah rasa cinta
mencintai antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal
25 Juni 1994 yang mengandung abstraksi hukum “Bahwa dalam hal perceraian
tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah
meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri

apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” dan Putusan
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Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang mengandung abstraksi hukum “suami istri yang tidak berdiam
serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka

rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis
Hakim patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga
dengan demikian Majelis Hakim patut meyakini antara Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.
Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia
belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua
belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma

hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih :
tdlaall Lz o sl awlaall 555
Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan
pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab Figh al-Sunnah juz II
halaman 249 dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang

berbunyi:

Logins t3oYl 6 sy iall cas Il a5 L aills riolill Lgalla,
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Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti

adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi,
dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan

hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mencabut petitum
angka 3, maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan dan selanjutnya

dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi kemashlahatan
pada pengiriman salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, dimana pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau
pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat
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untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan
untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai

Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”, maka Majelis Hakim
secara ex officio sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama
sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun untuk

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Rama Hendri Alfianda bin
Hendri Arizon Putra) terhadap Penggugat (Indriyani binti Talib);

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun Untuk
mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Limun
Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar

yang disediakan untuk itu;
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Korik
Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan
Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ibnu
Hajar, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar

hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.
Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.
Panitera Pengganti,

Ibnu Hajar, BA
Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
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2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 310.000,00
4. Redaksi Rp  5.000,00
5. Meterai Rp  6.000,00

Jumlah Rp 401.000,00

('empat ratus satu ribu rupiah )
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